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MOTTO 

 

“You think that your plan is better, but Allah knows the best. 

You think what you done is right, but Allah knows the most correct. 

Just Remember that, when you get what you want, that’s Allah’s 

direction. 

When you don’t get what you want that’s Allah’s Protection” 

 

-bettirahmasr 
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ABSTRAK 

 

Betti Rahmasari (2022): Analisis Pasal 23 KHI Mengenai Pemindahan Wali 

Nashab Kepada Wali Hakim Di Karenakan Adanya 

Uzur Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus 

KUA Kec.Koto Kampar Hulu Kab. Kampar. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya paraktik pemindahan wali 

nashab kepada wali hakim yang jatuh langsung kepada wali hakim sedangkan 

dapat diketahui bahwa wali nasab dari pengantin perempuan masih diketahui 

keberadaannya dan masih memiliki hak perwalian. Tentunya hal ini tidak sesuai 

dengan hukum Islam yang mensyariatkan bahwa wali ditunjuk berdasarkan skala 
prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang 

paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis 

mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu Bagaimana praktik perpindahan 

wali nashab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Koto 

Kampar Hulu Kab. Kampar, Bagaimana analisis pasal 23 KHI mengenai 

pemindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kab. Kampar ditinjau dari hukum Islam. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang 

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang 

bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Koto Kampar Hulu, Kab. 

Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Bapak Kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kec. Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar dan 7 orang 

mempelai Wanita dengan total sampel sebanyak 8 orang menggunakan Teknik 

Total sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan memalui 

Wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Keseluruhan data dalam 

penelitian ini di analisis secara deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa proses perpindahan wali nashab kepada wali hakim 

di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar dilakukan 

telah berdasarkan syariat islam dan ketentuan perundang-undangan. Analisis pasal 

23 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemindahan wali nasab kepada wali hakim 

dikarenakan uzur tidak ada masalah, wali nasab yang paling dekat kekerabatannya 

apabila sedang berpergian jauh sehingga tidak dapat menjadi wali dalam 

pernikahan, maka orang yang berhak menjadi wali berikutnya tidak boleh 

menikahkannya, dan hak perwaliannya jatuh kepada wali hakim. 

 

Kata Kunci: Analisis Pasal 23 KHI, Wali nasab, Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam 

dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama 

Islam.
1
 Salah satu syarat sah dalam melangsungkan suatu perkawinan adalah 

adanya laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, 

dimana salah satu bentuk rukunnya yaitu ijab dan qabul. Islam menjadikan 

ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai 

pria) dan qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai 

bukti kerelaan kedua belah pihak.
2
 Ijab Qabul merupakan unsur yang paling 

penting dalam pernikahan antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, 

dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang 

menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya 

pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. 

Perwalian dalam perkawinan (wilayah tazwij) merupakan salah satu 

yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaannya, mulai dari siapa 

yang menjadi wali nikah, macam-macam wali, urut-urutan wali, peran wali 

dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya suatu perkawinan 

dilangsungkan jika tanpa adanya wali. Beberapa ulama sepakat bahwa 

                                                             
1
 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam”, dalam Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, (2014), h.286 
2
 Syahbuddin, Qaliyubi Wa Umairah (Singapor: Maktabah wa matba‟ah Sulaiman Zamra‟i, 

t.t) h.216 
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keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad 

nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan 

pengantin perempuan. 

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) 

adalah merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila dia menjadi wali bagi orang 

muslim maupun non-muslim. Sementara budak, orang gila ataupun anak 

kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki 

perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hak untuk 

menjadi wali bagi orang lain. Sementara walinya orang yang tidak beragama 

Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang muslim. Dengan kata 

lain seseorang yang berhak menjadi seorang wali adalah seseorang yang 

merdeka, tidak dalam pengampuan dan cakap hukum. 

Perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya wali merupakan 

perkawinan yang sah dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Hal ini 

berdasarkan Hadis Nabi saw. beliau bersabda: 

ٍِ أبَيِ انشَّ  هكِِ بْ ًَ ٍُ عَبْذِ انْ ذُ بْ ًَّ ثَُاَ يُحَ ثَُاَ أبَُٕ إسْحَقَ حَذَّ اَتََ حَذَّ َٕ ثَُاَ أبَُٕ عَ اسِبِ حَذَّ َٕ
ٍْ أبَيِ يُسَى قاَلَ  ذَاَيُِّ عَ ًْ ْٕ انَْٓ سَهَّىَ لاَ َِكَاحَ إلِاَّ : قمََ سَسُ َٔ  ِّ ُ عَهيَْ ِ صَهَّى اللََّّ لُ اللََّّ

نِّيَّ  َٕ  .بِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin 

Abu Asy Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 

'Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Hamdani 

dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya 

wali” (HR. Ibnu Majah No.1870).
 

3  

                                                             
3

 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, alih Bahasa oleh H. Abdullah Shonhaji, 

(Semarang: CV.Asy Syifa‟, 1992), h.625 
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 Wali dalam perkawinan terdiri dari beberapa bagian seperti wali nasab 

dan wali hakim. Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urut-urutan wali 

adalah sebagai berikut:
4
 

1. Ayah seterusnya ke atas; 

2. Saudara laki-laki serta garis keturunannya ke bawah; dan 

3. Saudara laki-laki ayah serta garis keturunannya ke bawah. 

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari 

orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat 

hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi‟i, 

mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, 

bukan dari garis ibu.
5
 

Perwalian berpindah kepada hakim jika pada dua kondisi, yaitu; 

Pertama, apabila para wali bersengketa. Kedua, jika tidak ada wali, baik 

karena walinya berpergian atau memang sudah tidak ada. Apabila seorang 

laki-laki yang sekufu melamar dan perempuan yang telah baligh rela untuk 

menikah dengannya, tetapi dia tidak memiliki wali, misalnya karena walinya 

bepergian, meskipun di suatu tempat yang dekat tapi berada di luar daerah 

pihak perempuan, sementara laki-laki yang ingin menikahinya, maka dalam 

kondisi seperti ini, wali hakim memiliki hak untuk mengakadkannya.
6
 

Dengan kata lain hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat 

                                                             
4
 H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet.3 

(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h.90-91 

5
 Ibid. 

6
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, alih Bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: 

Cakrawala Publishing, 2008) h.386 



4 

 

 

terjadi perpindahan apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada, tidak 

mungkin menghadirkannya, tidak diketahui keberadaannya (ghaib), ataupun 

enggan menikahkannya (adhal). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang lebih utama 

dan berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang wanita dalam 

melangsungkan pernikahannya adalah wali nasab perempuan tersebut. Wali 

nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan darah atau kekerabatan baik 

yang dekat ataupun yang jauh, tapi yang lebih di utamakan yang paling dekat 

dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam arti, menurut 

jumhur ulama selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi 

wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh 

tidak dapat menjadi wali.
7
 

Namun pada kenyataannya penulis menemukan banyak pernikahan 

yang dilangsungkan menggunakan wali hakim sedangkan dapat diketahui 

bahwa wali nasab dari mempelai wanita masih ada berdasarkan urutannya 

serta masih memiliki wewenang untuk menjadi wali dalam pelaksanaan 

pernikahan. Hal ini dikarenakan wali nasab terdekat yang merupakan ayah 

dari mempelai wanita tidak dapat menghadiri pernikahan sang anak 

dikarenakan adanya halangan yang menyebabkan tidak dapat pergi ataupun 

uzur.
8
 Hak perwalian yang seharusnya jatuh kepada wali nasab lainnya 

berdasarkan urutan terdekat dari mempelai wanita langsung jatuh kepada wali 

                                                             
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.69 
8

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Puskata, 2008) h.1795 
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hakim. Fenomena ini terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai 

pemindahan wali nasab kepada wali hakim yang berbunyi: 

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan. 

2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama 

tentang wali tersebut 

Permasalahan ini belum dijelaskan secara rinci dalam Pasal 23 

Kompilasi Hukum Islam yang hanya memuat ketentuan umum mengenai 

pemindahan wali nasab kepada wali hakim. Untuk itu observasi awal yang 

penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. 

Kampar menggambarkan bahwa banyak perkawinan yang dilangsungkan 

dengan wali hakim di sebabkan adanya uzur, sebagaimana dalam tabel 

berikut: 
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Tabel I.1 

Prenikahan Menggunakan Wali Hakim di Sebabkan Adanya Uzur di 

KUA Kec. Koto Kampar 

No. Keterangan Tahun Jumlah 

1. Wali Hakim 2020 5 Pasang 

2. Wali Hakim 2021 2 Pasang 

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu 

Beberapa pernikahan yang dilangsungkan menggunakan wali hakim di 

Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, dapat 

dilaksanakan sedangkan diketahui bahwa wali nashab mempelai wanita 

tersebut masih ada dan memiliki wewenang untuk menjadi wali dalam 

pelaksanaan pernikahan. Beberapa contoh pasangan tersebut adalah 

pernikahan antara Ali Amri dan Rohimah, Al Syahidun dan Ayu Baron 

Arisah, serta Ihsanul Fadly dan Elvi Nasri. Alasan pengantin ini 

menggunakan wali hakim dalam pernikahan karena ayah dari calon pengantin 

perempuan sedang bekerja di luar negeri dan tidak dapat pulang ke Indonesia 

di sebabkan oleh situasi pandemi. Selain itu alasan pengantin lain 

menggunakan wali hakim pada kasus pasangan Mapiron dan Fitri Yani, Sadli 

Kurniawan dan Eli Berti Israhayu, adalah dikarenakan wali nasab jauh atau 

tidak dapat menghadiri pernikahan, Jimmi Geldrafista dan Halimah Tusa‟idah 

dikarenakan wali nashab dari mempelai wanita mengalami hilang akal 

ataupun sakit jiwa. Sedangkan pada pasangan Sugianto dan Ides Marita 

Amanda adalah dikarenakan wali nashab calon pengantin wanita ghaib atau 

tidak diketahui keberadaannya. Perpindahan hak perwaliannya di sini, dapat 
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dikatakan dari wali nashab langsung berpindah kepada wali hakim. 

Bagaimana urutan wali yang berhak seterusnya dalam pernikahan, dan apa 

persyaratan administrasi yang harus dipenuhi serta bagaimana pertimbangan 

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar dalam 

memutuskan agar wali hakim bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut 

beserta analisis pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam terhadap fenomena 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik 

untuk meninjau lebih jauh tentang mekanisme perpindahan wali Mujbir dan 

nasab kepada wali hakim dalam suatu karya ilmiah/skripsi dengan judul 

“Analisis Pasal 23 KHI Terhadap Pemindahan Wali Nashab Kepada 

Wali Hakim Di Karenakan Adanya Uzur Di Tinjau Dari Hukum Islam 

(Studi Kasus Pertimbangan KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. 

Kampar)” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian hanya pada Analisis Pasal 

23 KHI Terhadap Pemindahan Wali Nashab Kepada Wali Hakim Di 

Karenakan Adanya Uzur studi kasus KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. 

Kampar Di Tinjau Dari Hukum Islam dari tahun 2020-2021. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka penulis akan meneliti dan 

membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana praktik perpindahan wali nashab kepada wali hakim di 

KUA Kec.Koto Kampar Hulu Kab. Kampar? 

2. Bagaimana analisis pasal 23 KHI mengenai perpindahan wali nashab 

kepada wali hakim disebabkan adanya uzur di Kantor Urusan Agama 

Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar ditinjau dari Hukum Islam? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik perpindahan wali 

nashab kepada wali hakim di KUA Kec.Koto Kampar Hulu Kab. 

Kampar. 

b. Untuk mengetahui analisis pasal 23 KHI mengenai perpindahan 

wali nashab kepada wali hakim disebabkan adanya uzur di Kantor 

Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar ditinjau 

dari Hukum Islam. 
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2. Kegunaan 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan 

tentang hukum pernikahan dan referensi untuk penelitian lanjutan. 

b. Mengetahui analisis pasal 23 KHI terhadap praktek perpindahan 

wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kec. 

Koto Kampar Hulu Kab. Kampar. 

c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan 

dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. 

d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.H di 

Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Wali Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Wali 

Secara Bahasa, kata wali (ٔني) bermakna al-qurbu ( ُانقشُْب) yaitu 

kedekatan, an-nusrah (انُُّصْشَة): pembelaan dan al-mahabbah (حَبَّت ًَ  (ان

kecintaan. Dengan kata lain, seorang wali merupakan seseorang yang 

menolong atau orang yang mempunyai kekuasaan. Al-Fairuz Abadi 

menyebutkan bahwa makna kata wali adalah ad-dunuw (َُٕ  yang artinya (انذُّ

condong atau mendekat.
9
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wali diartikan sebagai: 

a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; 

b. Pengasuh pengantin perempuan saat menikah; 

c. Orang saleh; penyebar agama Islam; 

d. Kepala pemerintah.
10

 

Sedangkan menurut istilah dalam kitab fikih sunnah, wali nikah 

adalah: 

 ِّ نَّى انْعقْذَ غَيْشُُِ بئِرَِِْ َٕ ْٕ تَ نَ َٔ ِٔلايَتٌَ  ٍْ نَُّ   يَ
 

Artinya: “Orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas 

orang lain dengan seizinnya.”
 11
 

                                                             
9
 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan 8: Nikah, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011) 

cet.ke-I, h.112 
10

 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., h.1807 



11 

 

 

Menurut para fuqaha perwalian (Al-Wilayah) adalah kekuatan 

syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan 

segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapatkan izin dari pihak lain, 

baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik hal itu berkisar 

pada urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisar pada urusan 

khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap 

orang gila. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa wali adalah orang yang berhak 

atau berwewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang 

diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.
12

 

Maksudnya perwalian adalah penguasa penuh yang diberikan oleh agama 

kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. 

Begitu pula dalam fiqih sunnah di jelaskan bahwa wali adalah suatu 

ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan 

bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali 

khusus adalah wali yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya. 

Sedangkan wali secara umum adalah seseorang yang karena 

kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang 

lain.
13

 Perwalian secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yang 

mana perwalian tersebut meliputi perwalian atas jiwa dan perwalian atas 

harta seseorang. 

                                                                                                                                                                       
11

 Ahmad Sarwat, loc.cit. 

12
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) h.258 

13
 Amir Syarifuddin, loc. Cit. 
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Perwalian yang digunakan pada pernikahan merupakan perwalian 

umum yang mencakupi jiwa seseorang. Baik itu untuk kerabat dekat 

seperti bapak dan sebagainya ataupun untuk kekuasaan umum seperti 

hakim. Dalam perkawinan perwalian merupakan suatu kekuasaan atau 

wewenang syar‟i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada 

seseorang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang 

dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Hal ini dikarenakan dalam 

akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab Kabul, melainkan 

dilakukan oleh wali dari wanita tersebut yang merupakan penguasa dan 

perlindungan terhadapnya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

wali adalah orang yang bertugas sebagai seseorang yang mewaliki 

perempuan dalam pernikahan untuk melakukan akad nikah, karena 

perempuan tersebut dianggap tidak mampu dalam melaksanakan akadnya 

sendiri dikarenakan dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan 

keinginannya sehingga seorang wali dibutuhkan untuk melakukan akad 

tersebut.  

Secara garis besar, perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Perwalian terhadap jiwa (al-walayah „alan nafs) yang berkaitan 

dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan 

masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, 

Pendidikan anak, Kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak 
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pengawasannya berada ditangan ayah, kakeh dan para wali yang 

lain. 

b. Perwalian terhadap harta (al-walayah „alal-mal) yaitu perwalian 

yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu 

dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan 

pembelanjaan. 

c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (al-walayah „alan-nafsi wal mali 

ma‟an) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan 

harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan 

kakek.
14

 

2. Dasar Hukum wali 

Dasar hukum wali dalam perkawinan terdapat di dalam Al-Qur‟an 

dan Sunnah Nabi, yang mana di antaranya adalah sebagai berikut. 

a. Al-Qur‟an 

1) Surat Al-Baqarah ayat 232 

إِرَا ٍَ  نُِّسَاءَٓ ٱطهََّقۡتىُُ  َٔ ٍَّ أٌَ يَُكِحۡ ٍَّ فلَََ تعَۡضُهُُْٕ ٍَ أجََهَُٓ فبَهَغَۡ

اْ بيََُۡٓىُ بِ  ٕۡ ضَ ٍَّ إرَِا تشَََٰ جَُٓ ََٰٔ عۡشُٔفِ  ٱأصَۡ ًَ ِّ  نۡ نكَِ يُٕعَظُ بِ
ٌَ  ۦرََٰ يٍَ كَا

ٍُ بِ  ِ ٱيُِكُىۡ يؤُۡيِ وِ ٱَٔ  للَّّ ٕۡ َٔ  لۡۡٓخِشِ  ٱ نۡيَ أطَۡٓشَُُۚ  َٔ نكُِىۡ أصَۡكَىَٰ نكَُىۡ 
ُ ٱرََٰ يعَۡهىَُ  للَّّ

  ٌَ ٕ ًُ أََتىُۡ لَا تعَۡهَ َٔ٢٣٢ 
Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 

masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) 

menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 

mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang 

dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu 

                                                             
14

 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005) h.134-135 
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lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.
15

 

2) Surat An-Nisa: 144 

أٓيَُّٓاَ ٍَ ٱ يََٰ ٍَ ٱءَايَُُٕاْ لَا تتََّخِزُٔاْ  نَّزِي فشِِي ٌِ  نۡكََٰ نيِاَءَٓ يٍِ دُٔ ۡٔ ٍَُۚ ٱأَ ؤۡيُِِي ًُ  نۡ

بيُِاً   ا يُّ ُٗ
ِ عَهيَۡكُىۡ سُهۡطََٰ ٌَ أٌَ تجَۡعَهُٕاْ لِلَّّ  ٤٤٤أتَشُِيذُٔ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan 

meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu 

mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk 

menyiksamu)? .
16

 

3) Surat An-Nur ayat 32 

ٌَ   سُٕسَةٌ  تٖ نَّعَهَّكُىۡ تزََكَّشُٔ ََٰ تِِۢ بيَُِّ أََضَنُۡاَ فِيٓآَ ءَايََٰ َٔ ٓاَ  فشََضََُٰۡ َٔ ٓاَ  أََضَنََُٰۡ

٤ 
Artinya: (Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami 

wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di 

dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat 

yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.
17

 

b. Hadist Rasulullah SAW 

1) Hadist Riwayat Ibnu Majah 

 ْٕ ُ ٍَ أبَ ثَ ٍُ أبَىِْ شَيْبتََ  حَذَّ ٍُ جُشَيْجٍ يُا .بكَْشِ بْ ٌَ عَ ، يُعَزُ ابْ ا ًَ ٍِ  ٍْ سُهيَْ ابْ

سَى ْٕ ْْشِىّ، يُ ٍِ انضُّ ةَ ، عَ َٔ ٍْ عُشْ ٍْ عَائشَِتَ ، عَ قاَلَ : قاَنتَْ ؛ عَ

سَهَّىَ  َٔ  ِّ ُ عَهيَْ ِ صَهَّى اللََّّ لُ اللََّّ ْٕ نِّيُّ  :سَسُ َٕ ا ايَْشَأةٍَ نىَ يُُْكِحْٓاَ ان ًَ ، أيَُّ

ٌْ أصََابَ . فَُِكِحُٓاَ باطَِمٌ  ،فَُِكِحُٓاَ باطَِمٌ ، فَُِكِحُٓاَ باطَِمٌ  . يُِْٓاَ فئَِ
ا ْٔ ٌِ اشْتجََشُ نىَّ نَُّ ، فئَِ َٔ ٍْ لاَ  نىُِّ يَ َٔ  ٌُ هْطاَ  .ابٍ ياجّ. سٔاِ. )فاَنسُّ

٤۷۸۱) 

Artinya: Diriwayatkan kepada kami Abu-Bakr bin Abu Syaibah, 

mewartakan kepada kami Mu‟adz, mewartakan kepada 

kami Juraiji, dari Sulaiman bin Musa oleh Az-zuhri 

dari Aisyah bahwasannya dia berkata: Rasulusllah 

SAW bersabda: “Siapapun wanita yang menikah tanpa 

izin dari walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya 

batal, maka nikahnya adalah batal. Dan jika sudah 

                                                             
15

 Q.S. Al-Baqarah (2):232 
16

 Q.S. An-Nisa (4):144 
17

 Q.S. An-Nur (24):32 
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terjadi percampuran, maka maharnya adalah bagi 

perempuan itu, oleh karena telah mengadakan 

percampuran. Dan bila mereka (para wali) bertengkar, 

maka sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak 

mempunyai wali”.  (HR. Ibnu Majah No. 1879)
18

 

2) Hadist Riwayat Ahmad bin Hanbal 

 ٍُ ٌُ بْ ا ًَ ثَُاَ سُهيَْ ٍْ حَذَّ ةَ عَ َٔ ٍْ عُشْ اجٌ عَ ثَُاَ حَجَّ ٌَ أبَُٕ خَانِذٍ حذَّ حَيَّا

سَهَّىَ لاَ َكَِاحَ إلِاَّ  َٔ  ِّ ُ عَهيَْ ِ صَهَّى اللََّّ لُ اللََّّ ْٕ عَائشَِتَ قاَنتَْ قاَلَ سَسُ

نيَِّ نَُّ  َٔ ٍْ لاَ نيُِّ يَ َٔ  ٌُ هْطاَ انسُّ َٔ نيَِّ  َٕ  .بِ
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 

Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami 

Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; 

Rasulullah saw berdabda: “Tidak sah nikah tanpa 

adanya wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa 

yang tidak mempunyai wali”” (HR. Ahmad bin 

Hambal: 25035) 
 

19  

3. Syarat-syarat Wali. 

Dalam pernikahan wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad 

karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang 

menjadi objek perwalian dalam mengepresikan dirinya. Oleh karena itu 

tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi 

hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat 

menjadi wali sebagai berikut: 

a. Islam 

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali 

untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah SWT dalam surat 

Ali Imran ayat 28: 

                                                             
18

 Ibnu Majah, loc.cit. 

19
 Sayyid Sabiq, loc. cit. 
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ٌَ ٱيتََّخِزِ  لاَّ  ؤۡيُُِٕ ًُ ٍَ ٱ نۡ فشِِي ٌِ  نۡكََٰ نِياَءَٓ يٍِ دُٔ ۡٔ ٍَ  ٱأَ ؤۡيُِيِ ًُ نكَِ  نۡ يٍَ يفَۡعَمۡ رََٰ َٔ
 ٍَ ِ ٱفهَيَۡسَ يِ سُكُىُ  للَّّ يحَُزِّ َٔ  

 
تٗ ٓىُۡ تقُىََٰ ُۡ ٓ أٌَ تتََّقُٕاْ يِ ُ ٱفيِ شَيۡءٍ إِلاَّ   ۥ َفَۡسَُّ  للَّّ

إِنىَ  ِ ٱَٔ صِيشُ ٱ للَّّ ًَ  ٢۷  نۡ
Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang 

kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang 

mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah 

ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) 

memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. 

Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-

Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”
20

 

b. Baligh dan berakal sehat. 

Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau 

orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum 

bagi seseorang yang melakukan akad. 

c. Laki-laki. 

Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalam hadist yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan para perawinya 

adalah orang-orang yang terpercaya, terkandung dalil bahwa wanita 

tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan oranglain. Namun 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berakal dan 

baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan anak 

perempuan dibawah umur serta mewakili orang lain. 

d. Merdeka 

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian 

budak, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak 

mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri dan orang lain. 

                                                             
20

 Q.S. Ali Imran (3):28 



17 

 

 

Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita boleh 

dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa 

wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.
21

 

e. Adil. 

Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan 

tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara 

muruah atau sopan santun. Seseorang itu berpegangan kuat 

(Istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, 

mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, 

minum arak, durhaka kepada kedua orang tua ibu bapak dan lain-

lain, serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil. 

Wali disyaratkan adil karena ia bertanggung jawab dari segi 

kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi 

kepentingan dan maslahat bagi perempuan yang hendak dinikahkan 

kepadanya. 

f. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. 

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah 

pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. 

Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum. 

 

 

 

                                                             
21

 Syekh Hasan Ayyub, Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah, Alih Bahasa oleh M. Abdul Ghafur, 

Fiqih Keluarga, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), Cet Ke-3, h. 89 
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g. Berpikiran baik. 

Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak 

boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan 

mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. 
22

 

4. Macam-macam wali 

Ada empat macam wali nikah yaitu: Wali nashab, wali maula, wali 

tahkim, dan wali Hakim.
23

 

a. Wali Nasab 

Adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan 

wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali 

nasab dikalangan ulama fikih Terjadi perbedaan pendapat. Menurut 

Imam Syaf‟i dalam urutan perwalian yang pertama adalah ayah, 

kakek dari pihak ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki 

kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara 

laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan 

apabila semuanya itu tidak ada, maka perwalian pindah ke tangan 

wali hakim. 

Wali Nasab diurutkan berdasarkan skala prioritas secara 

tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang 

paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya, termasuk didalamnya 

orang-orang yang merupakan golongan ashabah. Jumhur ulama 

yang terdiri dari Syafi‟iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi‟ah 

Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok yakni: 

                                                             
22

 H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, op.cit., h.211 

23
 Ibid. h.95-97 
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1) Wali aqrab (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah 

maka pindah kepada kakek. Keduanya memiliki kekuasaan 

yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan 

dikawinkannya. Wali dalam kedudukan ini disebut wali 

mujbir. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi 

wasiat oleh ayah untuk mengawinkannya anaknya 

berkedudukan sebagai ayah. 

2) Wali ab‟ad (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain 

ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena 

menurut jumhur ulama, anak tidak boleh menjadi wali untuk 

ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak berkedudukan 

sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai 

wali hakim. 

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci 

maka urutan wali nasab adalah sebagai berikut: 

1) Ayah; 

2) Ayahnya Ayah (kekek) terus ke atas; 

3) Saudara laki-laki seayah seibu; 

4) Saudara laki-laki seayah saja; 

5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu; 

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 

7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

seibu; 
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8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 

9) Anak laki-laki no.7; 

10) Anak laki-laki no.8 dan seterusnya; 

11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu; 

12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja; 

13) Anak laki-laki no.11; 

14) Anak laki-laki no,12; dan 

15) Anak laki-laki no.13 dan seterusnya. 

Singkatnya urutan wali adalah: 

1) Ayah seterusnya ke atas; 

2) Saudara laki-laki serta garis keturunannya ke bawah; dan 

3) Saudara laki-laki ayah serta garis keturunannya ke bawah. 

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab‟ad adalah 

sebagai berikut:
24

 

1) Apabila wali aqrab non-muslim 

2) Apabila wali aqrab fasik 

3) Apabila wali aqrab belum dewasa 

4) Apabila wali aqrab gila 

5) Apabila wali aqrab bisu atau tuli. 

b. Wali maula. 

Wali maula adalah perwalian yang digunakan untuk 

menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali 
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yang menikahkan budaknya, artinya majikanya sendiri. Laki-laki 

boleh menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya 

rela menerimnya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya 

yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali 

nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang 

telah dimerdekakan. Maka walinya adalah orang yang 

memerdekakan, selanjutnya adalah famili famili atau sahabat dari 

orang yang telah memerdekakannya.
25

 

c. Wali Muhakam. 

Wali muhakam adalah wali nikah yang terdiri dari seorang 

laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk 

menikahkan mereka, dikarenakan tidak adanya wali nasab, baik 

karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun 

tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam 

sebab.
26

 

d. Wali Hakim 

Wali hakim / qadhi sultan berasal dari kata qodho – yadqdhi 

– qodhoan yang menurut bahasa diartikan dengan makna hakim, 

kata sultan berasal dari kata salatha- yaslithu – sulthanan dengan 

makna penguasa. Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau 

qadhi ataupun penguasa yang diberi wewenang oleh kepala negara 

untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, baik itu 
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dikarenakan para wali bersengkata, wali adhal, tidak diketahui 

keberadaannya, ataupun tidak mungkin menghadirkannya. 

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala 

pemerintahan, Penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang 

dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. 

Seorang penguasa atau qadhi dapat menjadi wali hakim dalam 

pernikahan dan telah diberi wewenang oleh kepala negara untuk 

menikahkan seorang wanita yang tidak memiliki wali. Hal ini 

sesuai dengan sabda Rasulullah saw yaitu: 

ٍْ عَائشَِتَ  ةَ عَ َٔ ٍْ عُشْ اجٌ عَ ثَُاَ حَجَّ ٌَ أبَُٕ خَانِذٍ حذَّ ٍُ حَيَّا ٌُ بْ ا ًَ ثَُاَ سُهيَْ حَذَّ

نيَِّ  َٕ سَهَّىَ لاَ َكَِاحَ إلِاَّ بِ َٔ  ِّ ُ عَهيَْ ِ صَهَّى اللََّّ لُ اللََّّ ْٕ قاَنتَْ قاَلَ سَسُ

انسُّ  نيَِّ نَُّ َٔ َٔ ٍْ لاَ نيُِّ يَ َٔ  ٌُ  .هْطاَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan 

Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari 

Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah saw 

berdabda: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan 

penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai 

wali”” (HR. Ahmad bin Hambal: 25035) 
 

27  

5. Fungsi wali dan kedudukannya dalam pernikahan 

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi‟yah dan 

dilengkapi dengan mazhab Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan 

posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad 

nikah.
28

 Maka keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu 

yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. 

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai 
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orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula 

sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan 

perkawinan tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya 

nikah atau tidak:
29

 

a. Imam Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan 

wali dan itu merupakan syarat sah, dalam Riwayat Asyhab darinya 

dan Syafi‟i juga menyatakan demikian. 

b. Abu Hanifah, Zufar, Sya‟bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika 

seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan 

calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan. 

c. Sedangkan Daud membadakan antara gadis dan janda, dia berkata, 

“Disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya 

wali pada janda.” 

d. Berdasarkan Riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik tentang perwalian 

terdapat pedapat keempat, yaitu bahwa disyaratkan wali dalam 

nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan 

darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami 

istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki 

kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam 

menikahkannya. Seolah-olah menurutnya wali itu termasuk syarat 

kesempurnaan bukan syarat sah. Berbeda dengan ungkapan ulama 
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Baghdad yang termasuk pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan 

bahwa wali termasuk syarat sah bukan termasuk syarat 

kesempurnaan). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, 

wali nikah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan 

pernikahan. Imam Syafi‟I bahkan berpendapat bahwa tidak sah suatu 

pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan pihak 

laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah. 

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya 

adalah sebagai wali dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak 

diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun 

dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab 

(penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul 

(penerimaan), pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab itu 

diwakilkan kepada walinya, jadi wali disini sekedar sebagai wakil, karena 

yang paling berhak adalah perempuan tersebut.
30

 

Disyariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam 

hubungan anak dengan orang tua harus terjaga jangan sampai terjadi 

perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, 

penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak 

perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, oleh karena itu 

ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara 
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dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan 

walinya. 

B. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Islam 

1. Sejarah Hukum Islam di Indonesia 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut berbagai 

sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem 

hukum eks barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Namun 

demikian, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud, akan 

menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di 

Indonesia.
31

 Negara Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk). 

Kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang 

dianut oleh penduduk, suku bangsa, golongan, dan ras. 

Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan 

dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fiqh 

Syafi‟iyah. Hal ini dikarenakan fiqh Syafi‟iyah lebih banyak dan dekat 

kepada kepribadian Indonesia.
32

 Namun, lambat laun, pengaruh mazhab 

Hanafy mulai diterima. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini 

dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal. Pada zaman 

kesultanan Islam, menurut Djatnika, hukum Islam sudah diberlakukan 

secara resmi sebagai hukum negara. Di Aceh atau pada pemerintahan 
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Sultan Agung hukum Islam telah diberlakukan walau masih tampak 

sederhana.
33

 

Hukum adat setempat menyesuaikan diri dengan hukum Islam dan 

diakui oleh Belanda sehingga muncul beberapa teori berlakunya hukum 

Islam di Indonesia yaitu:
34

 

a. Teori Receptio in Complexu 

Teori ini dimunculkan oleh Van den Berg berdasarkan 

kenyataan bahwa hukum Islam diterima (diresepsi) secara 

menyeluruh oleh ummat Islam dengan adanya Statuta Batavia 1642 

yang menyebutkan bahwa: “sengketa warisan antara orang pribumi 

yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan 

hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”. 

Hal ini disusun oleh Conpendium Freijer (buku ringkasan) 

mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, yang setelah 

direvisi dan disempurnakan para penghulu, diberlakukan di daerah 

jajahan VOC. 

Selain itu kitab Muharrar dan Pepakem Cirebon serta 

peraturan yang dibuat oleh B.J.D Clootwijk juga dipergunakan 

untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan. Dengan ini 

selama VOC berkuasa (1602-1800 M) kedudukan hukum Islam 

tetap seperti semula, berlaku, dan berkembang di kalangan umat 

islam. 
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Pada permulaan abad ke-19 telah mulai muncul sikap-sikap 

curiga sementara dari pejabat kolonial. Schotlen van Oud Harlem, 

ketua Mahkamah Agung Belanda menasehati agar pemerintah 

berhati-hati. Namun sejauh itu, ia tetap menegaskan agar kaum 

muslim tetap diberlakukan hukum agamanya (Pasal 75 Regecring 

Reglement 1854). Sebgai klimaksnya, karena pengadilan Belanda 

tidak mampu menerapkan undang-undang agama bagi bumi putera, 

maka dibentuklah Pengadilan Agama dengan nama yang salah 

yaitu Priesterraad atau pengadilan pendeta, melalui stbl. 1882 

No.152. Priesterraad ini dibentuk di setiap wilayah Landraad atau 

pengadilan negeri. Adapun wewenangnya meliputi perkara-perkara 

antara orang Islam diselesaikan menurut hukum Islam. 

b. Teori Receptie 

Kecurigaan sementara pejabat pemerintah Hindia Belanda 

mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan 

yang dikeluarkan. Mereka memperkenalkan het Indische adatrecht 

atau hukum adat Indonesia. Kritik ini dimulai oleh Cornelis van 

Vollenhoven (1874-1933).  Kemudian dilanjutkan oleh Cristian 

Snouck Hurgronje (1857-1936) penasihat pemerintah Hindia 

Belanda tentang persoalan Islam dan anak negeri. Teori Receptie 

mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah 

hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku 
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apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang 

menentukan ada tidaknya hukum Islam.35 

Sebelum Hurugronje ditunjuk sebagai penasehat, tahun 1859 

telah dimulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. 

Gurbernur jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan 

harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama bila dipandang 

perlu demi kepentingan ketertiban keamanan. Politik hukum 

tersebut yang bermuatan divide et impera, bertujuan untuk 

menghambat dan menghentikan meluasknya hukum Islam dan 

membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik 

pecah belah pemerintah kolonial. Snouck Hurgronje menganggap 

bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan 

Belanda. Meski Islam di Indonesia terkesan banyak bercampur 

dengan kepercayaan animism dan Hindu, ia tahu bahwa orang 

islam di negeri ini memandang agamanya sebagai alat pengikat 

kuat yang membedakan diri dari orang lain. 

Pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl. No.116 yang berisi bahwa 

Peradilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa 

perkara perkawinan saja. Selanjutnya pada tahun yang sama 

dikeluarkan pula Stbl. No.638 dan 639 tentang pendirian Kerapatan 

Qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk wilayah Kalimantan 
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Selatan dengan kewenangan sebagaimana peradilan agama di Jawa 

dan Madura. Dengan demikian, masalah wakaf, waris, hibah, 

wasiat, hadanah, sadaqah, Baitul mal, yang tadinya merupakan 

wewenang Pengadilan Agama dikeluarkan dan menjadi berada 

dibawah wewenang peradilan umum
.36 

Setelah kemerdekaan Indonesia, dalam perdebatan perumusan 

Dasar Negara oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia) para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan 

mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia kala itu dengan tahap 

awal yang tidak sia-sia yaitu adanya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang 

disepakati bahwa negara berdasar kepada ketuhan dengan kewajiban 

menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demikian, 

atas desakan pihak Kristen tujuh kalimat tersebut dikeluarkan dari 

Pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa”. 

2. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Keinginan para pemimpin Islam untuk dapat Kembali menjalankan 

hukum Islam bagi umat Islam telah dimulai sejak perumusan dasar negara 

pada saat BPUPKI bersidang. Disahkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, 

yang kemudian direvisi menjadi rumusan final pada sila Pertama 

Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dijabarkan dalam 

pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945 yang berbunyi: (1) Negara berdasar 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-
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tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
37

 

Seletah dirumuskannnya UUD 1945, Langkah yang ditempuh 

pemerintah ialah menyerahkan pembinaan peradilan agama dari 

Kememtrian Kehakimam kepada Kementrian Agama melalu Peraturan 

Pemerintah No. 5/SD/1946. Namun demikian terjaminnya kedudukan 

hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan 

bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Pemerintah 

Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang 

berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering 

berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya. Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya 

kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk 

umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat 

propensialistis dan tidak sesuai dengan negara Republik Indonesia sebagai 

negara Kesatuan.
38

 

Pada tahun 1970 dikeluarkan UU No.14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: 

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 
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diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-

undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili 

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. 

Selanjutnya, dalam pasal 10 dinyatakan: “Kekuasaan Kehakiman di 

Negara Republik Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: 

(a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) 

Peradilan Tata Usaha Negara”. Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut, 

pada tahun 1974 di keluarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi Hukum 

Perkawinan di Indonesia berlaku bagi semua warga negara. Akhirnya 

pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, dishkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

Dengan kelahiran UU Peradilan Agama tersebut, Peradilan Agama 

telah resmi memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengadilan yang lain, 

tanpa adanya pengawasan atau campur tangan dari pengadilan yang lain. 

Keputusan hukum yang dikeluarkan tidak lagi membutuhkan pengukuhan 

dari peradilan umum.
39

 Meskipun dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama kompetensi absolut peradilan agama sudah disebut 

dalam pasal 49 ayat (1), (2), (3), dan (4), namun masih sangat global. 

Untuk itulah diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang 

memadai, agar amanat yang diberikan pasal 49 tersebut dapat 

                                                             
39

 Ahmad Rofiq, op.cit., h.42 



32 

 

 

dilaksanakan dengan baik, demi terwujudnya keadilan, ketertiban, dan 

sekaligus kesadaran hukum masyarakat. Bersamaan dengan dirancangnya 

RUU Pengadilan Agama, maka dipersiapkan juga penyusunan Kompilasi 

Hukum Islam. Secara Resmi, Proses awal rencana ini adalah penunjukan 

Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yusrisprudensi 

dalam keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 

No.07/KMA/1985 dan No.25/1985 tanggal 21 Maret 1985. 

Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yusrisprudensi 

diadakan dengan pertimbangan; Pertama, bahwa sesuai dengan fungsi 

pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya 

peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di 

lingkungan Peradilan Agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam 

yang selama ini telah menjadi hukum posistif di Pengadilan Agama. 

Kedua, bahwa guna mencapai maksud tersebut demi meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam 

proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang 

perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para 

Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. 

Melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI 

No.B/1/735 tanggal 18 februari 1985 telah ditetapkan 13 kitab fikih 

sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama. Kitab-kitab fikih 

yang digunakan sebagai pedoman keputusan Peradilan Agama tersebut 

adalah: 
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a. Al-Bajuri 

b. Fathulmu‟in 

c. Syarqowi „ala at-ta‟wir 

d. Qolyubi/Mahalli 

e. Fathul wahhab dengan syarahnya 

f. Tuhfah 

g. Targhibulmusytaq 

h. Qowanin Syar‟iyah lis Sayyid bin Yahya 

i. Qowanin Syar‟iyah lis Sayyid Sadaqah Dakhlan 

j. Syamsuri fil Fara‟idl 

k. Bughyatul Musytarsyidin 

l. Alfiqu „ala Madzahibil Arba‟ah 

m. Mughnil Muhtaj 

Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab 

fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut 

juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di 

Pengadilan Agama sehingga muncul persoalan krusial yang berkenaan 

dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan 

keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
40

 

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di 

liangkungan Peradilan Agama. Dalam menghadapi penyelesaian kasus-
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kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh 

kepada kitab-kitab fikih tersebut sebagai rujukan utama. Jadi, putusan 

pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta 

pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab 

fikih. Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai 

produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun 

menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin 

rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fikih itu sendiri sehingga 

terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di 

Pengadilan Agama.
41

 Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang 

mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia. 

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim 

Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh 

seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.
42

 Dengan demikian tidak 

ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama karena adanya 

kasus yang sama dengan keputusan yang berbeda diakibatkan berbedanya 

referensi hakim kepada kitab-kitab fikih dalam mengambil keputusan. 

Kompilasi Hukum Islam disusun agar adanya kepastian hukum yang jelas 

dan berlaku sama bagi semua orang. 
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3. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam 

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setalah beberapa tahun 

Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama. 

Tugas pembinaan ini di dasarkan pada Undang-undang No.14 tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat 

(1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan 

Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan 

pembinaan teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Selama pembinaan teknis yustisial peradilan agama oleh 

Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal 

hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, yang 

cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama 

dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan 

adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang 

berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman 

oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya 

kesatuan dan kepastian hukum.
43

 

Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 

1958 dengan membatasi hanya 13 buah kitab kuning dari kitab kuning 

yang selama ini dipergunakan di peradilan agama, adalah merupakan 

upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa 

yang dilakukan di negara-negara yang pernah memberlakukan hukum 
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Islam sebagai perundang-undangan di negaranya. Dari situlah kemudian 

timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku 

Hukum bagi pengandilan agama. Terdapat dua landasan dalam 

penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

a. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis tentang perlunya hakin memperhatikan 

kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat 

(1) yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat”. Dan di dalam fikih ada kaidah yang 

mengatakan bahwa: “Hukum Islam dapat berubah karena 

perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu 

selalu berubah, dan ilmu fikih itu sendiri selalu berkembang kerena 

menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa 

keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah Maslahah 

wal Mursalah, istihsan, istishan, dan „urf.  

b. Landasan Fungsional 

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia 

disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat 

Islam Indonesia. Fikih Indonesia sebagaimana telah pernah 

dicetuskan oleh Prof.Hazairin, SH. Dan Prof.TM. Hasby Ash 

Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe Fiqh lokal semacam Fikih 

Hijazy, Fikih Mishry, Fiqih Hindy, dll yang sangat memperhatikan 
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kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan 

berupa mazhab baru tapi ia mempersatukan fikih dalam menjawab 

persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam 

hukum Islam. Di dalam system hukum Indonesia ini merupakan 

bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah 

pembangunan hukum Nasional Indonesia. 

Landasan dalam artian ini sebagai dasar hukum keberadaan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai dengan 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sudah jelas 

bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-

pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah 

hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu yang memuat 

hukum materiilnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden/Instruksi 

Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari 

A. Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi 

Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal empat ayat satu Undang-

undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara. Keputusan Presiden atau Instruksi 

Presiden, kedudukan hukum-hukumnya adalah sama. Karena itu 

pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan 

dari Instruksi Presiden.
44
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Sekalipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah 

diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan 

Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum 

Islam bagi umat Islam, hal ini tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) merupakan hasil final yang tidak membutuhkan 

penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang selalu mengalami 

perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau 

tempat), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun salah satu sumber 

pembentukannya mengacu kepada fikih, dimungkinkan adanya 

perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya. 

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Telaah Pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu 

topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui 

kepakarannya. Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui 

jurnal/seminar yang tingkatannya sudah nasional/internasional atau dalam 

bentuk cetakan buku yang representatif. Telaah Pustaka dilakukan guna 

mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menemukan penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan perpindahan wali Nashab 

ataupun wali nasab kepada wali hakim. 

Perwalian wanita dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi: Skripsi 

karya Zulkhoiri Efendi (2011) pada program strata I (S1) di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini 
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adalah menerangkan mengenai kedudukan wanita sebagai wali menurut 

Mazhab Hanafi, landasan Mazhab Hanafi dalam hal perwalian, dan tinjauan 

pemikiran Mazhab Hanafi menurut hukum Islam. Penelitian ini 

mengkhususkan terhadap pendapat imam Hanafi mengenai kedudukan wanita 

dalam keluarga dan peran wali dalam perkawinan, serta status hukum 

perwalian wanita dalam pemikiran Abu Hanifah.
45

 

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Azmi, (2020) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan 

Wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Bangkinang” yaitu membahas mengenai pelaksanaan wakalah wali dalam 

akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang, beserta 

tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad 

Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang. Penelitian ini 

membahas tentang kasus wali nashab yang tidak ingin menjadi wali nikah 

bagi anak perempuannya di karenakan adanya rasa malu atas perilaku yang 

telah diperbuat oleh anak perempuan tersebut, sehingga sang ayah yang 

merupakan wali Nashab dan sang paman yang merupakan wali nasab 

melimpahkan kekuasaannya sebagai wali kepada ketua RT untuk menikahkan 

anaknya yang kemudian di tentang oleh pihak KUA kec. Bangkinang.
46
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Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, walaupun sama-sama 

meneliti mengenai wali dalam pernikahan, namun pada umumnya penelitian 

tersebut meneliti mengenai pendapat ulama mengenai kedudukan wanita 

sebagai wali beserta tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah 

Wali dalam Akad Nikah di karenakan wali nasab menolak untuk menikahkan 

anak perempuannya tanpa adanya uzur syar‟i, belum ada yang meneliti secara 

khusus mengenai perpindahan wali Nashab kepada wali hakim disaat wali 

nasab ataupun wali aqrab wanita tersebut masih ada dan mampu menikahkan 

anaknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian 

ini ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perpindahan 

wali nasab kepada wali hakim dan analisisnya dalam pasal 23 Kompilasi 

Hukum Islam, beserta pertimbangan Kantor Urusan Agama kec. koto kampar 

hulu kab. Kampar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode penelitian Hukum 

Islam Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan 

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris 

dengan jalan langsung ke objeknya.
47

 Penelitian Yuridis Sosiologis adalah 

penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang 

kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan.
48

 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field reasearch), 

yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu 

tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang 

terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan 

ilmiah.
49

 Oleh karena itu, penelitian yang peneliti kaji merupakan penelitian 

lapangan, dengan melakukan penelitian terhadap pemindahan wali Nashab 

kepada wali hakim dan pertimbangan Kantor Urusan Agama Kec. Koto 

Kampar Hulu Kab. Kampar di tinjau dari hukum Islam dan analisisnya dalam 

pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan “Analisis Pasal 23 KHI 

Terhadap Pemindahan Wali Nashab Kepada Wali Hakim Di Karenakan 
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Adanya Uzur Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pertimbangan KUA 

Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)” 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Koto 

Kampar Hulu Kab. Kampar. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di 

Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab.Kampar adalah karena 

penulis ingin mengetahui apa alasan perpindahan perwalian seorang wanita 

dari wali nasabnya yaitu ayah langsung kepada wali hakim yang melampaui 

beberapa golongan orang-orang yang berhak menjadi wali. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati 

dalam rangka pembubutan sebagai sasaran yang didalam dirinya melekat 

masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam 

penelitian.
50

Subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, Wali Hakim/Penghulu, dan 

Pihak yang melakukan pernikahan menggunakan wali hakim, seperti: 

pengantin perempuan. 

b. Objek Penelitian 

Yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran 

penelitian. Menurut objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat 

berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian 
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dipertegas, Objek Penelitian ini adalah pemindahan wali Nashab kepada 

wali hakim dan pertimbangan Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar 

Hulu Kab. Kampar di tinjau dari hukum Islam dan analisisnya dalam pasal 

23 Kompilasi Hukum Islam. 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau 

mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang 

sama. 
51

 Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam 

pelaksanaan pernikahan dengan pemindahan wali nashab kepada wali 

hakim yaitu 1 orang Kepala KUA, dan 7 orang pengantin perempuan. 

Total populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi yang mewakili.
52

 Sampel dalam 

penelitian ini adalah 1 orang Kepala KUA dan 7 orang pengantin 

perempuan. Total sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 orang. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik Total 

Sampling. Total Sampling adalah metode pengambilan sampel seluruhnya 

dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah sampling jenuh yaitu 

Teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel.
53

 Hal ini agar sampel tersebut lebih akurat dan relevan 

dengan rancangan penelitian. 

E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data 

primer dan data sekunder, yaitu: 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 

yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
54

 Sehingga data 

primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. 

Kampar, 7 orang pengantin wanita. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap 

sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data 

yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku 

ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Data sekunder mencakup 

dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan 
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seterusnya
55

. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder penelitian 

ini adalah buku tentang bimbingan perkawinan, Hukum Islam di 

Indonesia dan Fikih Munakahat. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research). Penelitian field research dilakukan 

dengan terjun secara aktif ke lapangan yaitu menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview / Wawancara 

Metode pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu 

proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi 

(informan) melalui komunikasi langsung. Penyusun menyiapkan pokok 

pembahasan yang akan ditanyakan kepada informan sehingga 

pembahasan tidak menyimpang.
56

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat 

data dan observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan catatan atau 

karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang 

menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. 

Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian 

dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian 
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adalah sumber informasi yang sangat berguna.  Dokumen tersebut dapat 

berbentuk catatan hasil wawancara, gambar maupun foto. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan informasi atau bukti apa saja tentang 

penelitian penulis. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah Teknik pengambilan data dengan cara 

penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan 

persoalan yang diteliti.
57

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun 

atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan 

wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

fokus yang dikaji, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 

Dikarenakan banyaknya data yang diperoleh maka peneliti perlu 

mengelompokkan data-data yang diperoleh. Mulai dari catatan lapangan, hasil 

wawancara, hasil diskusi serta telaah pustaka. Setelah semua data 

terkumpulkan maka peneliti akan menganalisis semua data dengan 

menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu tehnik menggambarkan 

seluruh aspek pada peneliti yang ada, sehingga bisa mendapatkan gambaran 

antara yang seharusnya terjadi.
58
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H. Teknik Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu: 

a. Deduktif yaitu uraian yang diambil menggunakan kaedah-kaedah umum 

dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.  

b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam 

penelitian ini dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. 

c. Deskriptif yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan 

fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Proses pemindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar telah sesuai 

dengan syari‟at islam serta prosedur yang ada, yaitu penyerahan hak 

perwalian secara langsung ataupun mengajukan surat permohonan wali 

hakim melalui P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah). Dalam kasus 

wali adhal, maka pihak Kantor Urusan Agama akan menunggu hasil 

sidang dari Pengadilan Agama. 

2. Analisis pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemindahan wali 

nasab kepada wali hakim dikarenakan uzur tidak ada masalah, wali nasab 

yang paling dekat kekerabatannya apabila sedang berpergian jauh 

sehingga tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan, maka orang yang 

berhak menjadi wali berikutnya tidak boleh menikahkannya, dan hak 

perwaliannya jatuh kepada wali hakim. Terdapat 3 penyebab pemindahan 

wali nasab kepada wali hakim disebabkan adanya uzur di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yaitu sebagai 

berikut: 1) Mafqud (hilangnya wali), Masyafah al-qasr (wali jauh sejauh 

kebolehan qasar dan jamak shalat), dan wali mengalami gangguan 
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psikologi hilang akal. Penyebab pemindahan wali nasab kepada wali 

hakim di Kantor Urusan Agama Kecamata Koto Kampar Hulu 

Kabupaten Kampar telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Undang-

undang Republik Indonesia mengenai perkawinan yang terdapat pada 

pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang lebih rinci diatur dalam Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.  

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk 

penulisan skripsi maka sekiranya perlu peneliti memberika beberapa saran 

yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan: 

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu 

Kabupaten Kampar 

Sebagai lembaga yang bergerak dan memiliki fungsi di dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan urusan agama Islam dan memiliki 

peran aktif dalam masyarakat agar dapat mensosialisasikan tugas dan 

wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat baik mengenai hal-hal 

yang membahas tentang ilmu pernikahan maupun keluarga sehingga 

masyarakat dapat mengerti dan memahami dengan baik hal yang 

berkaitan dengan hak dan kewajibannya terutama mengenai perwalian, 

baik itu wali nasab maupun wali hakim mengingat citra pernikahan 

menggunakan wali hakim masih terdengar tidak baik di kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 
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2. Kepada wali nashab dan calon pengantin yang akan melaksanakan 

perkawinan dan pembaca. 

Demi kepentingan moral dan menjaga hubungan antara anak dan 

orang tuanya yang telah merawatnya dari kecil hingga dewasa alangkah 

lebih baik jika wali nasab sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan 

apabila tidak ada halangan yang dibenarkan oleh syar‟i. Namun jika wali 

nasab tidak dapat melakukan hak perwaliannya maka teruntuk calon 

pengantin agar tidak merasa berkecil hati dengan merasa pernikahan 

yang menggunakan wali hakim merupakan pernikahan yang buruk. 

Semua penyebab pemindahan wali nasab kepada wali hakim bukanlah 

suatu halangan dan dapat diselesaikan dengan cara mengangkat wali 

yaitu wali hakim yang bertindak sebagi wali pengganti wali nasab. 
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